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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR DAN SPESIFIKAS|
PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO

KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk efektifitas Spesifikasi Perangkat Keras,
Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasiond,
perlu merubah spesifikasi teknis yang terdapat dalam
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat
Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara
Nasional;

b. bahwa Tim Teknis yang terdiri dari wakil yang berasal dari
15 Kementerian dan Lembaga menyepakati untuk
menyempurnakan Spesifikas Perangkat Keras, Perangkat
Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana
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tercantum dalam Kesepakatan Tim Teknis tanggal 28
Desember 2010;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak
dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan secara Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daegrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daegrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administras Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administras Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan
L embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional;
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6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009
tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat
Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependudukan Secara Nasional;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR
DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT
LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA PENDUDUK
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA
NASIONAL.
Pasal |
Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009
tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional,
sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal [l
Peraturan Menteri ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.

Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 21 Januari 2011

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 4 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 6 Tahun 2011
TANGGAL : 21 Januari 2011

SPESIFIKAS| PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN
BLANGKO KTP BERBASIS NIK SECARA NASIONAL

A. SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS DAN PERANGKAT LUNAK

1. Chip
a. Struktur Data dalam Chip meliputi:
1) Biodata penduduk wajib KTP dengan ukuran rekaman paling rendah 0,5 Kilo
Bytes;
2) Tanda tangan penduduk wajib KTP dengan format digital yang dikompresi
dengan ukuran rekaman paling rendah 0,5 Kilo Bytes;
3) Pas photo dengan format digital yang dikompresi dengan ukuran rekaman
paling rendah 3 Kilo Bytes;
4) HKode keamanan dengan rincian:
a) Minutiae per sidik jari dengan ukuran paling rendah 0,4 Kilo Bytes dan
dapat diverifikasi 1:1 dengan referensi format INCITS 378 MIN:A;
b) Format minutiae sidik jari berdasarkan standar ANSI, INCITS atau
Proprietary yang sudah diuji dalam hal interoperabilitas oleh NIST;
c¢) Tanda tangan elektronik (Digital Signature) berdasarkan standar Elliptic
Curve Digital Signature Algorithm paling rendah 256 bit atau RSA 2048
bit dan Hash Algorithm SHA-256.

b. Memori (Memory) terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1) Ukuran EEPROM paling rendah 8 Kilo Bytes untuk menyimpan biodata,
tanda tangan, pas photo dan minutiae sidik jari telunjuk tangan kanan dan
sidik jari telunjuk tangan kiri penduduk yang bersangkutan;

2) Daya tahan penulisan memori (Write Endurance) paling rendah 100.000
kali;

3) Daya tahan penyimpanan data (Data Retention) paling singkat 10 tahun;

4) Pengaturan penyimpanan data (Data Organization) menggunakan Flexible
File System.

c. Frekuensi Radio (Radio Frequency) terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:
1) Berdasarkan standar 1ISO 14443 A/B;
2) Frekuensi dengan kisaran 13,56 MHz + 7 KHz;
3) Kecepatan transfer data (Baudrate) paling rendah 100 Kilo Bit/detik;
4) Memiliki sifat frekuensi tidak bertabrakan (anti collision);
5) Jarak pengoperasian pembacaan dan penulisan (Operating Distance) paling
jauh 100 mm;
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